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Abstrak 

Meningkatkan kualitas pelayanan 

publik oleh aparatur pemerintahan 

merupakan suatu keniscayaan yang tidak 

dapat dihindari dalam melaksanakan 

pemerintahan saat ini. Masyarakat dengan 

mudah menilai baik dan buruk suatu 

pelayanan dengan hanya membandingkan 

pelayanan yang didapatnya dengan 

referensi yang ada di dunia maya. Bagi yang 

tidak bersedia meningkatkan kualitas 

pelayanan, tentu akan ditinggalkan oleh 

para pelanggannya. Meningkatkan kualitas 

pelayanan tidak hanya melulu menyentuh 

aspek tangible saja, namun lebih dalam lagi 

menyangkut struktur, aparatur dan 

sistemnya. Tanpa penyesuaian struktur, 

perbaikan kemampuan aparatur, dan 

berbaikan sistem, tentu peningkatan 

kualitas pelayanan tidak akan menghasilkan 

kepuasan yang maksimal kepada 

masyarakat. 

Kata kunci: pelayanan publik, kualitas, 

struktur, aparatur, sistem 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan merupakan tugas utama 

yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi 

negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah 

jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 

alenia keempat, yang meliputi 4 (empat) 

aspek pelayanan pokok aparatur terhadap 

masyarakat, yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. 

Ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa 

publik (public services) meliputi aspek 

kehidupan masyarakat yang sangat luas. 

Pelayanan dan jasa publik bahkan dimulai 

sejak seseorang dalam kandungan ketika 

diperiksa oleh dokter pemerintah atau dokter 

yang dididik di universitas negeri, mengurus 

akta kelahiran, menempuh pendidikan di 

universitas negeri, menikmati bahan 

makanan yang pasarnya dikelola oleh 

pemerintah, menempati rumah yang 

disubsidi pemerintah, memperoleh macam-
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macam perijinan yang berkaitan dengan 

dunia usaha yang digelutinya hingga 

seseorang meninggal dan memerlukan surat 

pengantar dan surat kematian untuk 

mendapatkan kapling di tempat pemakaman 

umum (TPU). 

Luasnya ruang lingkup pelayanan dan 

jasa publik cenderung sangat tergantung 

kepada ideologi dan sistem ekonomi suatu 

negara. Negara-negara yang menyatakan diri 

sebagai negara sosialis cenderung memiliki 

ruang lingkup pelayanan lebih luas 

dibandingkan negara-negara kapitalis. Tetapi 

luasnya cakupan pelayanan dan jasa-jasa 

publik tidak identik dengan kualitas 

pelayanan itu sendiri. Karena pelayanan dan 

jasa publik merupakan suatu cara 

pengalokasian sumber daya melalui 

mekanisme politik, bukannya lewat pasar, 

maka kualitas pelayanan itu sangat 

tergantung kepada kualitas demokrasi. 

Konsekuensi dari hal ini adalah negara-negara 

yang pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja 

secara optimal tidak memungkinkan 

pencapaian kualitas pelayanan publik yang 

lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan 

publik tanpa proses politik yang demokratis 

cenderung membuka ruang bagi praktek-

praktek korupsi. 

Sebagai bagian dari sistem kenegaraan 

dengan konstitusi yang pekat dengan norma 

keadilan, ekonomi Indonesia dicirikan oleh 

ruang lingkup pelayanan publik yang sangat 

luas. Sayangnya, pelayanan publik yang 

menyentuh hampir setiap sudut kehidupan 

masyarakat tidak ditopang oleh mekanisme 

pengambilan keputusan yang terbuka serta 

proses politik yang demokratis. Karena itu 

tidak mengherankan jika pelayanan publik di 

Indonesia memiliki ciri yang cenderung 

korup, apalagi yang berkaitan dengan 

pengadaan produk-produk pelayanan publik 

yang bersifat kewajiban seperti Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat 

Izin Mengemudi (SIM), Pasport, dan lain-lain. 

Kendati mungkin fenomena korupsi 

yang berkaitan dengan jenis-jenis produk tadi 

hanya melibatkan biaya transaksi (antara 

sektor publik dengan individu masyarakat) 

yang relatif kecil (pretty corruption), tetapi 

biaya-biaya transaksi tersebut melibatkan 

porsi populasi yang sangat besar. Karena itu 

pola korupsi dengan menggunakan instrumen 

produk-produk pelayanan tersebut bisa jadi 

memiliki dampak yang sangat luas. 

Masalahnya kemudian adalah 

bagaimana meminimalkan biaya-biaya 

transaksi tersebut? Teramat sulit tentunya 

menjawab pertanyaan ini, kendati 

jawabannya merupakan bagian terpenting 

dari strategi pemberantasan korupsi di sektor 

publik. Karena itu kajian mengenai 
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mekanisme pelayanan publik, berikut biaya-

biaya transaksinya menjadi elemen penting 

dari strategi pemberantasan korupsi. 

Selain itu, fenomena di atas juga 

menunjukkan bahwa masyarakat yang belum 

terlayani masih lebih besar dibandingkan 

masyarakat yang sudah terlayani. Kenyataan 

tersebut disebabkan selain karena faktor 

geografis juga oleh lemahnya pelayanan oleh 

petugas baik secara administratif maupun 

teknis. Untuk itu organisasi pelaksana harus  

meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

pelanggan, karena pada hakikatnya kualitas 

ditentukan hanya oleh pelanggan (Coupet 

dalam Osborne dan Gaebler, 1992).  

Kita semua menyadari pelayanan publik 

selama ini bagaikan rimba raya bagi banyak 

orang. Amat sulit untuk memahami 

pelayanan yang diselenggarakan oleh 

birokrasi publik. Masyarakat pengguna jasa 

sering dihadapkan pada begitu banyak 

ketidakpastian ketika mereka berhadapan 

dengan birokrasi. Amat sulit memperkirakan 

kapan pelayanan itu bisa diperolehnya. 

Begitu pula dengan harga pelayanan. Harga 

bisa berbeda-beda tergantung pada banyak 

faktor yang tidak sepenuhnya bisa 

dikendalikan oleh para pengguna jasa. Baik 

harga ataupun waktu seringkali tidak bisa 

terjangkau oleh masyarakat sehingga banyak 

orang yang kemudian enggan berurusan 

dengan birokrasi publik. 

Segala hal ini bisa berpengaruh dalam 

pembentukan persepsi masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan. Berbagai 

ketidakpastian ini belum tentu disebabkan 

ketiadaan standar operasional prosedur, atau 

mungkin bisa saja disebabkan sistem 

pembagian habis pekerjaan yang 

menimbulkan ketergantungan pekerjaan 

yang tinggi antar bidang pelaksana 

pelayanan. Semakin tinggi tingkat 

ketergatungan pekerjaan antar bidang ini 

maka akan bisa menimbulkan konflik yang 

semakin tinggi pula antar bidang pekerjaan 

tersebut. Sehingga hal ini dapat mengganggu 

kelancaran pelaksanaan pelayanan publik, 

dan hal ini tentunya berpengaruh terhadap 

persepsi masyarakat dalam menilai kualitas 

pelayanan publik yang diberikan. Berkaitan 

dengan hal diatas, penulis tertarik untuk 

menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

perlu diperhatikan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

 

 

B. Analisis Kualitas Pelayanan Publik 

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik (public services) oleh 

birokrasi publik tadi adalah merupakan salah 
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satu perwujudan dari fungsi aparatur negara 

sebagai abdi masyarakat di samping sebagai 

abdi negara. Pelayanan publik (public 

services) oleh birokrasi publik dimaksudkan 

untuk mensejahterakan masyarakat (warga 

negara) dari suatu negara kesejahteraan 

(welfare state). Pelayanan umum oleh 

Lembaga Administrasi Negara (1998) 

diartikan sebagai segala bentuk kegiatan 

pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan 

di lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah dalam bentuk barang dan 

atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sementara itu, kondisi masyarakat saat 

ini telah terjadi suatu perkembangan yang 

sangat dinamis, tingkat kehidupan 

masyarakat yang semakin baik, merupakan 

indikasi dari empowering yang dialami oleh 

masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001). Hal 

ini berarti masyarakat semakin sadar akan 

apa yang menjadi hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Masyarakat semakin berani untuk 

mengajukan tuntutan, keinginan dan 

aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat 

semakin kritis dan semakin berani untuk 

melakukan kontrol terhadap apa yang 

dilakukan oleh pemerintahnya. 

Dalam kondisi masyarakat seperti 

digambarkan di atas, birokrasi publik harus 

dapat memberikan layanan publik yang lebih 

profesional, efektif, sederhana, transparan, 

terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif 

serta sekaligus dapat membangun kualitas 

manusia dalam arti meningkatkan kapasitas 

individu dan masyarakat untuk secara aktif 

menentukan masa depannya sendiri (Effendi 

dalam Widodo, 2001). Arah pembangunan 

kualitas manusia tadi adalah memberdayakan 

kapasitas manusia dalam arti menciptakan 

kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan 

dan krativitasnya untuk mengatur dan 

menentukan masa depannya sendiri. 

Pelayanan publik yang profesional, 

artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh 

adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari 

pemberi layanan (aparatur pemerintah). 

Dengan ciri sebagai berikut: 

 

1. Efektif, lebih mengutamakan pada 

pencapaian apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran; 

 

2. Sederhana, mengandung arti 

prosedur/tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, cepat, 
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tepat, tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan oleh 

masyarakat yang meminta pelayanan; 

 

3. Kejelasan dan kepastian (transparan), 

mengandung akan arti adanya kejelasan 

dan kepastian mengenai: 

a. Prosedur/tata cara pelayanan; 

b. Persyaratan pelayanan, baik 

persyaratan teknis maupun 

persyaratan administratif; 

c. Unit kerja dan atau pejabat yang 

berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan; 

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata 

cara pembayarannya; 

e. Jadwal waktu penyelesaian 

pelayanan. 

4. Keterbukaan, mengandung arti 

prosedur/tata cara persyaratan, satuan 

kerja/pejabat penanggungjawab pemberi 

pelayanan, waktu penyelesaian, rincian 

waktu/tarif serta hal-hal lain yang 

berkaitan dengan proses pelayanan wajib 

diinformasikan secara terbuka agar 

mudah diketahui dan dipahami oleh 

masyarakat, baik diminta maupun tidak 

diminta; 

 

5. Efisiensi, mengandung arti: 

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi 

pada hal-hal berkaitan langsung 

dengan pencapaian sasaran 

pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan antara 

persyaratan dengan produk 

pelayanan yang berkaitan; 

b. Dicegah adanya pengulangan 

pemenuhan persyaratan, dalam hal 

proses pelayanan masyarakat yang 

bersangkutan mempersyaratkan 

adanya kelengkapan persyaratan dari 

satuan kerja/instansi pemerintah lain 

yang terkait. 

 

6. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung 

arti pelaksanaan pelayanan masyarakat 

dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan; 

 

7. Responsif, lebih mengarah pada daya 

tanggap dan cepat menanggapi apa yang 

menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat yang dilayani; 

8. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap 

apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan 

aspirasi masyarakat yang dilayani yang 

senantiasa mengalami tumbuh kembang. 

 

Selain itu, dalam kondisi masyarakat 

yang semakin kritis di atas , birokrasi publik 

dituntut harus dapat mengubah posisi dan 

peran (revitalisasi) dalam memberikan 

pelayanan publik. Dari yang suka mengatur 

dan memerintah berubah menjadi suka 

melayanai, dari yang suka menggunakan 
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pendekatan kekuasaan, berubah menjadi 

suka menolong menuju ke arah yang fleksibel 

kolaboratis dan dialogis dan dari cara-cara 

yang sloganis menuju cara-cara kerja yang 

realistik pragmatis (Thoha dalam Widodo, 

2001). Dengan revitalitas birokrasi publik 

(terutama aparatur pemerintah daerah) ini, 

pelayanan publik yang lebih baik dan 

profesional dalam menjalankan apa yang 

menjadi tugas dan kewenagan yang diberikan 

kepadanya dapat terwujud.  

Secara teoritis sedikitnya ada tiga 

fungsi utama yang harus dijalankan oleh 

pemerintah tanpa memandang tingkatannya, 

yaitu fungsi pelayan masyarakat (public 

service function), fungsi pembangunan 

(development function) dan fungsi 

perlindungan (protection function).  

Hal yang terpenting kemudian adalah 

sejauh mana pemerintah dapat mengelola 

fungsi-fungsi tersebut agar dapat 

menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) 

yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel 

kepada seluruh masyarakat yang 

membutuhkannya. Selain itu, pemerintah 

dituntut untuk menerapkan prinsip equity 

dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya 

pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan 

secara diskriminatif. Pelayanan diberikan 

tanpa memandang status, pangkat, golongan 

dari masyarakat dan semua warga 

masyarakat mempunyai hak yang sama atas 

pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Meskipun pemerintah mempunyai 

fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun 

tidak berarti bahwa pemerintah harus 

berperan sebagai monopolist dalam 

pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. 

Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi 

bidang tugas yang pelaksanaannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun 

dengan menggunakan pola kemitraan 

(partnership), antara pemerintah dengan 

swasta untuk mengadakannya. Pola 

kerjasama antara pemerintah dengan swasta 

dalam memberikan berbagai pelayanan 

kepada masyarakat tersebut sejalan dengan 

gagasan reinventing government yang 

dikembangkan Osborne dan Gaebler (1992). 

 Namun dalam kaitannya dengan sifat 

barang privat dan barang publik murni, maka 

pemerintah adalah satu-satunya pihak yang 

berkewajiban menyediakan barang publik 

murni, khususnya barang publik yang 

bernama rules atau aturan (kebijakan publik). 

Barang publik murni yang berupa aturan 

tersebut tidak pernah dan tidak boleh 

diserahkan penyediaannya kepada swasta. 

Karena bila hal itu dilakukan maka di dalam 

aturan tersebut akan melekat kepentingan-

kepentingan swasta yang membuat aturan, 
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sehingga aturan menjadi penuh dengan 

vested interest dan menjadi tidak adil (unfair 

rule). Karena itu peran pemerintah yang akan 

tetap melekat di sepanjang keberadaannya 

adalah sebagai penyedia barang publik murni 

yang bernama aturan. 

Pemberian pelayanan publik oleh 

aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi 

aparat negara sebagai pelayan masyarakat. 

Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah 

dalam pelayanan umum (public services) 

sangat strategis karena akan sangat 

menentukan sejauhmana pemerintah 

mampu memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya bagi masyarakat, yang dengan 

demikian akan menentukan sejauhmana 

negara telah menjalankan perannya dengan 

baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. 

Dipandang dari sudut ekonomi, 

pelayanan merupakan salah satu alat pemuas 

kebutuhan manusia sebagaimana halnya 

dengan barang. Namun pelayanan memiliki 

karakteristik tersendiri yang berbeda dari 

barang. Salah satu yang membedakannya 

dengan barang, sebagaimana dikemukakan 

oleh Gasperz (1994), adalah outputnya yang 

tidak berbentuk (intangible output), tidak 

standar, serta tidak dapat disimpan dalam 

inventori melainkan langsung dapat 

dikonsumsi pada saat produksi. 

Karakteristik pelayanan sebagaimana 

yang dikemukakan Gasperz tadi secara jelas 

membedakan pelayanan dengan barang, 

meskipun sebenarnya kaduanya merupakan 

alat pemuas kebutuhan. Sebagai suatu 

produk yang intangible, pelayanan memiliki 

dimensi yang berbeda dengan barang yang 

bersifat tangible. Produk akhir pelayanan 

tidak memiliki karakteristik fisik sebagaimana 

yang dimiliki oleh barang. Produk akhir 

pelayanan sangat tergantung dari proses 

interaksi yang terjadi antara layanan dengan 

konsumen. 

Dalam buku Delivering Quality Services 

karangan Zeithaml, Valarie A. (et.al), 1990, 

yang membahas tentang bagaimana 

tanggapan dan harapan masyarakat 

pelanggan terhadap pelayanan yang mereka 

terima, baik berupa barang maupun jasa. 

Dalam hal ini memang yang menjadi tujuan 

pelayanan publik pada umumnya adalah 

bagaimana mempersiapkan pelayanan publik 

tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan 

oleh publik, dan bagaimana menyatakan 

dengan tepat kepada publik mengenai 

pilihannya dan cara mengaksesnya yang 

direncanakan dan disediakan oleh 

pemerintah. 
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Berangkat dari persoalan 

mempertanyakan kepuasan masyarakat 

terhadap apa yang diberikan oleh pelayan 

dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah 

pemerintah itu sendiri dengan apa yang 

mereka inginkan, maksudnya yaitu 

sejauhmana publik berharap apa yang 

akhirnya diterima mereka. Dengan demikian 

dilakukan penilaian tentang sama tidaknya 

antara harapan dengan kenyataan, apabila 

tidak sama maka pemerintah diharapkan 

dapat mengoreksi keadaan agar lebih teliti 

untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Selanjutnya dipertanyakan apakah 

terhadap kehendak masyarakat, seperti 

ketentuan biaya yang tepat, waktu yang 

diperhitungkan dan mutu yang dituntut 

masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata 

tidak terpenuhi, pemerintah diharapkan 

mengkoreksi keadaan, sedangkan apabila 

terpenuhi dilanjutkan pada pertanyaan 

berikutnya, tentang berbagai informasi yang 

diterima masyarakat berkenaan dengan 

situasi dan kondisi, serta aturan yang 

melengkapinya. 

 

Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) 

ketentuan pokok dalam melihat tinggi 

rendahnya suatu kualitas pelayanan publik, 

yaitu sebagaimana gambar 1 berikut ini: 

Gambar 1 

Segitiga Keseimbangan dalam Kualitas 

Pelayanan 

 

(The Triangle 
 of  

Balance in 
 Service 
Quality) 

 

Sumber: Warsito Utomo, 1997 

Dari gambar 1 tersebut menjelaskan 

bahwa dalam melihat tinggi rendahnya 

kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan 

adanya keseimbangan antara:  

1. Bagian antar pribadi yang melaksanakan 

(Inter Personal Component); 

2. Bagian proses dan lingkungan yang 

mempengaruhi (Process and Environment 

Component); 

3. Bagian profesional dan teknik yang 

dipergunakan (Professional and Technical 

Component). 

 

 

BAGIAN ANTAR PRIBADI 
YANG MELAKSANAKAN 

(Inter Personal Component) 

BAGIAN PROSES 
& LINGKUNGAN 

YANG 
MEMPENGARUHI 
(Process/Environ

ment 
Component) 

BAGIAN 
PROFESIONAL & 

TEKNIK 
YANG 

DIGUNAKAN 
(Professional?tec

hnical 
Component) 
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2. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Kata 

kualitas sendiri mengandung banyak 

pengertian, beberapa contoh pengertian 

kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995) 

adalah: 

1. Kesesuaian dengan persyaratan; 

2. Kecocokan untuk pemakaian; 

3. Perbaikan berkelanjutan; 

4. Bebas dari kerusakan/cacat; 

5. Pemenuhan kebutuhan pelangggan 

sejak awal dan setiap saat; 

6. Melakukan segala sesuatu secara 

benar; 

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan 

pelanggan. 

Pada prinsipnya pengertian-pengertian 

tersebut diatas dapat diterima. Yang menjadi 

pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-

atribut apakah yang ikut menentukan kualitas 

pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau 

atribut-atribut tersebut yaitu antara lain: 

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang 

meliputi waktu tunggu dan waktu 

proses; 

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas 

dari kesalahan; 

3. Kesopanan dan keramahan dalam 

memberikan pelayanan; 

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, 

misalnya banyaknya petugas yang 

melayani dan banyaknya fasilitas 

pendukung seperti komputer; 

5. Kenyamanan dalam memperoleh 

pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, 

ketersediaan informasi dan lain-lain; 

6. Atribut pendukung pelayanan lainnya 

seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan 

dan lain-lain. 

Untuk dapat menilai sejauh mana 

kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh 

aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang 

menunjukkan apakah suatu pelayanan publik 

yang diberikan dapat dikatakan baik atau 

buruk. Zeithaml (1990) mengemukakan 

dalam mendukung hal tersebut, ada 10 

(sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan 

dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan 

publik, yaitu sebagai berikut: 

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, 

peralatan, personil dan komunikasi; 
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2. Realiable, terdiri dari kemampuan unit 

pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan 

tepat; 

3. Responsiveness, kemauan untuk 

membantu konsumen bertanggung 

jawab terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan; 

4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, 

pengetahuan dan ketrampilan yang 

baik oleh aparatur dalam memberikan 

pelayanan; 

5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, 

bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau 

melakukan kontak atau hubungan 

pribadi; 

6. Credibility, sikap jujur dalam setiap 

upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat; 

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan 

harus bebas dari berbagai bahaya dan 

resiko; 

8. Access, terdapat kemudahan untuk 

mengadakan kontak dan pendekatan; 

9. Communication, kemauan pemberi 

pelayanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan atau aspirasi pelanggan, 

sekaligus kesediaan untuk selalu 

menyampaikan informasi baru kepada 

masyarakat; 

10. Understanding the customer, 

melakukan segala usaha untuk 

mengetahui kebutuhan pelanggan. 

Organisasi pelayanan publik 

mempunyai ciri public accuntability, dimana 

setiap warga negara mempunyai hak untuk 

mengevaluasi kualitas pelayanan yang 

mereka terima. Adalah sangat sulit untuk 

menilai kualitas suatu pelayanan tanpa 

mempertimbangkan peran masyarakat 

sebagai penerima pelayanan dan aparat 

pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang 

berasal dari pengguna pelayanan, merupakan 

elemen pertama dalam analisis kualitas 

pelayanan publik. Elemen kedua dalam 

analisis adalah kemudahan suatu pelayanan 

dikenali baik sebelum dalam proses atau 

setelah pelayanan itu diberikan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, 

maka kualitas dapat diberi pengertian 

sebagai totalitas dari karakteristik suatu 

produk (barang dan/atau jasa) yang 

menunjang kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan. Kualitas sering kali diartikan 

sebagai segala sesuatu yang memuaskan 

pelanggan atau sesuai dengan persyaratan 

atau kebutuhan. Oleh karena itu dalam 

pelayanan publik harus mengandung unsur-

unsur dasar sebagai berikut: 
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1. Hak dan kewajiban bagi pemberi 

maupun pelayanan umum harus jelas 

dan diketahui secara pasti oleh 

masing-masing pihak; 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan 

umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan 

masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dengan tetap 

berpegang teguh pada efisiensi dan 

efektivitas; 

 

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan 

umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, 

kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

4. Apabila pelayanan umum yang 

diselenggarakan oleh pemerintah 

terpaksa harus mahal, maka instansi 

pemerintah yang bersangkutan 

berkewajiban memberi peluang 

kepada masyarakat untuk ikut 

menyelenggarakannya. 

Pada hakekatnya, kualitas pelayanan 

publik dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para pelanggan 

(masyarakat) atas pelayanan yang 

sesungguhnya mereka inginkan. Apabila 

pelayanan dalam prakteknya yang diterima 

oleh masyarakat sama dengan harapan atau 

keinginan mereka, maka pelanggan tersebut 

dikatakan sudah memuaskan. Pengaruh 

harapan pelanggan dengan kenyataan yang 

diterima dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Sumber: Zeithml, Valarie (et.al), 1990 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan berbagai manfaat, diantaranya 

hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan 

menjadi harmonis, sehingga memberikan dasar 

yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan, 

membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth).  

Dari semua uraian diatas jelas 

menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 

oleh aparatur negara sesungguhnya tidak dapat 

lepas dari birokrasi dan tidak dapat lepas dari 

etika pelayanan birokrat itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Kualitas Pelayanan Publik 

Berdasarkan kajian teoritik diatas, 

penulis mencoba mengemukakan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan 

publik yang antara lain disebabkan oleh: 

a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai 

suatu hubungan karakteristik-karakteristik, 

norma-norma dan pola-pola hubungan yang 

terjadi di dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial atau nyata 

dengan apa yang mereka miliki dalam 

menjalankan kebijaksanaan (Van Meter dan Van 

Horn dalam Winarno 2005). Pengertian ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Robbins 

(1995) bahwa struktur organisasi menetapkan 

bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor 

kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal 

serta pola interaaksi yang akan diikuti. Lebih jauh 

Robbins mengatakan bahwa struktur organisasi 

 
Dari mulut 

komunikasi 

kemulut 

Kebutuhan 

pribadi Pengalaman masa 

lalu 

Eksternal 

HARAPAN 

Dimensi kualitas 
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Kualitas 
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KENYATAAN 

Gambar 3 

Pengaruh Harapan Pelanggan dengan Kenyataan 
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mempunyai tiga komponen, yaitu: kompleksitas, 

formalisasi dan sentralisasi. Kompleksitas berarti 

dalam struktur orgaisasi mempertimbangkan 

tingkat differensiasi yang ada dalam organisasi 

termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau 

pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam 

organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit 

organisasi tersebar secara geografis. Formalisasi 

berarti dalam struktur organisasi memuat tentang 

tata cara atau prosedur bagaimana suatu 

kegiatan itu dilaksanakan (Standard Operating 

Prosedures), apa yang boleh dan tidak dapat 

dilakukan. Sentralisasi berarti dalam struktur 

organisasi memuat tentang kewenangan 

pengambilan keputusan, apakah disentralisasi 

atau didesentralisasi. 

Berdasarkan pengertian dan fungsi struktur 

organisasi tersebut menunjukkan bahwa struktur 

organisasi mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuannya, begitu juga pada organisasi 

yang melaksanakan pelayanan, struktur 

organisasinya juga sangat berpengaruh terhadap 

kualitas pelayanan. 

Disini dapat dijelaskan bahwa apabila 

komponen-komponen struktur organisasi yang 

mendukung disusun dengan baik, tentu akan 

dapat melaksanakan pelayanan yang baik pula, di 

antaranya pembagian kerja atau spesialisasi 

disusun sesuai dengan kebutuhan, dapat saling 

menunjang, jelas wewenang tugas dan tanggung 

jawabnya, tidak tumpang tindih, sebaran dan 

tingkatan dalam organisasi memungkinkan 

dilakukannya pengawasan yang efektif, struktur 

organisasi terdesentralisasi memungkinkan untuk 

penyesuaian atau fleksibel, letak pengambilan 

keputusan disusun dengan mempertimbangkan 

untung rugi dari sistem sentralisasi dan 

desentralisasi, dan rendahnya saling 

ketergantungan hasil pekerjaan antar bidang. 

Oleh karena itu struktur organisasi yang demikian 

akan berpengaruh positif terhadap pencapaian 

kualitas pelayanan. Akan tetapi, apabila struktur 

organisasi tidak disusun dengan baik maka akan 

dapat menghambat kualitas pelayanan publik 

yang baik.  

Disamping hal diatas, perlu juga melihat 

kebutuhan akan model struktur organisasinya. 

Pada banyak kasus, struktur organisasi model 

vertikal sebagaimana lazimnya struktur organisasi 

publik yang diwinaadopsi oleh organisasi publik 

saat ini, telah menciptakan egosentrisme antar 

bidang pekerjaan, karena pembagian pekerjaan 

berdasarkan hirarkhi/ tingkat pekerjaan. Sehingga 

masing-masing bidang merasa paling penting 

dibanding bidang lainnya, sehingga hal ini 

menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi 

antar bidang yang akhirnya menimbulkan tingkat 

konflik pekerjaan antar bidang yang tinggi pula. 

Hal ini perlu mempertimbangkan bentuk 

struktur organisasi model horizontal, yang mana 

struktur ini menyatukan pekerjaan berdasarkan 

fungsi pekerjaan yang saling tergantung dalam 

satu bidang kelompok kerja, sehingga tidak ada 

terjadi saling ketergantungan pekerjaan antar 

bidang, karena satu pekerjaan bisa diselesaikan 

seluruh proses pelaksanaannya dalam satu 

bidang tersebut. 
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Disamping pemilihan struktur tersebut juga 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tingkat pembagian tugas pokok, fungsi dan 

wewenang; 

2. Kejelasan pembagian tugas; 

3. Tingkat hubungan antara atasan dan 

bawahan. 

 

b. Kemampuan Aparat 

Seorang aparat pelaksana pelayanan 

diharapkan atau dituntut adanya kemampuan 

baik berupa pengetahuan, keterampilan serta 

sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan 

tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang 

ini (Handayaningrat, 1986). Tentunya agar bisa 

melaksanakan pelayanan yang baik, tentu 

memerlukan aparat pelayanan yang memiliki 

kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan 

pelayanan tersebut. Dapat dibayangkan andai ada 

aparat pelayanan yang tidak menguasai bidang 

tugas pelayanannya, ketika ada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanannya, tentu dia tidak bisa 

menyampaikan pelayanan tersebut dengan baik 

kepada masyarakat. Untuk itu agar pelayanan 

dapat disampaikan dengan baik memerlukan 

kemampuan aparat pelayanan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan aparat, mencerminkan 

kesesuaian daya analisisnya dengan masalah 

pelayanan yang dihadapi; 

2. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai 

jadwal; 

3. Kemampuan melakukan kerja sama; 

4. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap 

perubahan yang dialami organisasi; 

5. Kemampuan dalam menyusun rencana 

kegiatan; 

6. Kecepatan dalam melaksanakan tugas; 

7. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang 

terbaik; 

8. Tingkat kemampuan dalam memberikan 

pertanggungjawaban kepada atasan; 

9. Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus 

yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 

 

c. Sistem Pelayanan 

Sistem merupakan suatu jaringan yang 

berhubungan satu sama lain menurut skema atau 

pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi 

yang utama dalam suatu usaha atau urusan 

(Prajudi, 2001), bisa juga diartikan sebagai suatu 

kebulatan dari keseluruhan yang kompleks 

teroganisisr, berupa suatu himpunan perpaduan 

hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk 

suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh. 

Untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan 

apakah ada pedoman pelayanan, syarat 

pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau 

tarif, prosedur, buku panduan, media informasi 

terpadu saling menghargai dari masing-masing 

unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan itu sendiri. 

Berkaitan dengan itu, hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam sistem pelayanan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan 

(lokasi dan tempat pelayanan); 

2. Kejelasan informasi tentang pelayanan yang 

diberikan; 

3. Perlindungan terhadap dampak hasil 

pelayanan. 

 

C.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa dalam menentukan kualitas 

pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh faktor 

struktur organisasi, kemampuan aparat dan 

sistem pelayanan. Ketiga faktor ini saling 

berkaitan satu sama lain dan tidak dapat 

dipisahkan dalam ikut menentukan tinggi 

rendahnya dan baik buruknya suatu pelayanan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

Semakin baik faktor struktur organisasi, 

kemampuan aparat dan sistem pelayanan maka 

kualitas pelayanan publik akan semakin baik pula 

dan semakin dapat memuaskan masyarakat 

sebagai pengguna hasil pelayanan. Sehingga 

kualitas pelayanan publik yang berkualitas dapat 

tercapai.  
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